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Abstract: Changing paradigms sentralized become decentralized, it is not easy. The problem is the conception
of centralization has been understood by the people during the Dutch colonial era, the end of the Sukarno
government (Guided Democracy), and in the reign of Suharto (New Order). It is therefore not too surprising
that the management of decentralization in the form of regional autonomy by using the concept of good
governance does not take place as expected. The application of this conception in the visible region was still
loaded with centralistic conception. The question is, should we give up? Should not give up, because something
new is to be learned while implemented. The thing to keep in mind is, in the learning phase should not be too

long and costly, especially at the expense of the people.
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Sgjak tumbangnya Rezim Soeharto (Orde
Baru), 21 Mei 1998, Indonesiamemasuki fase
baru dalam system politik dan pemerintahan,
yakni terjadinyapergeseran paradigmadari sen-
tralisasi ke sistem desentralisasi. Kalangan
Reformisyang berhasil menumbangkan Rezim
OrdeBaru, sdah satu cita-citanyaada ah meng-
ganti system sentralisas dengan sistem desen-
tralisas sebagai bagian dari demokratisas dan
menjalankannyamenurut konsep good gover-
nance.

Jkadirujuk ke bel akang sebelum tumbang-
nyarezim Orde Baru, dalam kurun waktu yang
cukup lama, Indonesia menjadikan paradigma
pembangunan sebagai landasannila yang men-
jadi acaun dari saluruh kebijakan pemerintahan.
Untuk memudahkan pelaksanaan paradigma
yang berorientas pembangunanini, pemerintah
Orde Baru menerapkan system pemerintahan
yang sentraistik, paterndistik, dan sangat birok-
ratik (birocratic polity). Waktu itu GBHN dan
Repelitasebagai instrument utamadari penye-
lenggaraan pemerintahan OrdeBaru sarat dengan
konsep dan rencana pembangunan yang mem-
perlihatkan polasentralistik itu. Untuk mel ak-
sanakannya, pemerintah tampil sebaga pemeran
utamadari pembangunannasiond itu. Tujuannya

jelas aksderas pembangunan. Rlihanini diambil
karena di bawah pemerintahan sebelumnya,
ekonomi nasiona Indonesia memang terpuruk,
dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan
yang sangat tinggi. Di lain Sisi investas asing
dapat dikatakan hampir nihil.

Sebenarnya, tidak adayang salah dengan
paradigmapembangunanyang dilaksanakan oleh
Orde Baruitu. Hanyasaja setel ah dijalankan
sekian lamaternyatamenimbulkanimplikasi,
yakni terselenggaranyasystem pemerintahan
yang sentralistik. Sistemini harus diterapkan,
karena menurut pemerintah permbangunan hanya
dapat terl aksanajikaterciptastabilitaspolitik dan
keamanan, katalain dari pembungkaman partis-
pasi politik rakyat. Dalam perkembangannya
pel aksanaan pembangunan menjadi terpusat,
partigpas rekyat dinafikan, rakya hanyamenjadi
objek pembangunan, dan pemerintah daerah
menjadi pelengkap sajadari sistem pemerin-
tahan nasional tanpa perlu berbuat apa-apa,
terutamadaamhd perencanaan. Dalamkonteks
ini terjadi perencanaan dan pengendalian ter-
pusat. Hal itu jugamengharuskan adanya pe-
nyeragaman ssemorganisas pemerintah daerah
dan manajemen proyek yang dikembangkan di
daerah.
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Sebagai akibatnya, kata M. Ryaas Rayid
(2002), penerapan pendekatan terpusat itu
menghasi|kan suatu keadaan semakin kuatnya
ketergantungan daerah kepadapemerintah pusat.
Hal inilah kemudian menjadi salah satu peng-
hambat dari sekian banyak penghambat dalam
pel aksanaan pemerintahan daerah dalam bentuk
otonomi daerah di eradesentralisasi yang ter-
laksanadewasaini. Selainitu, di bidang politik,
rakyat beradapadaposis sebagai objek politik.
Partisipas rakyat dibungkam, sehinggademo-
krasi hanyamenjadi retorika penguasatanpa
pernah mewujud dil gpangan.

Di erareformasi ini, tepatnyasejak tahun
2001, paradigmasentralisasi berubah menjadi
desentralisas dengan diberlakukannyaUndang-
undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah. Kedua undang-undang itu, daerah
(provinsi dan kabupaten/kota) memperoleh
kewenangan dalam bentuk otonomi daerah
sebagai konsekwens dari desentralisasi untuk
mengatur dan mengelolawilayahnya sendiri
bersama-samadengan rakyat dengan melibatkan
kearifan |okal. Menurut keduaundang-undang
ini pemerintah pusat hanyamemiliki limakewe-
nangan, yakni di bidang pertahanan dan ke-
amanan; hukum; agama; fiskal; dan hubungan
luar negeri. Akan tetapi setelah keduaundang-
undang ini diberlakukan selamakurun waktu
2001-2004 dirasakan banyak hal yang kurang
sesual dan kurang bermanfaet baik dalamkonteks
perkembangan pemerintahan daerah maupun
pusat. Karenaitu padatahun 2004 dilakukan
revis terhadap keduaundang-undang tersebut
untuk kemudianlahirlah Undang-undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan K euangan Pusat dan Dagerah.

Topik mengenai pergeseran paradigma
sentalisas kedesentralisas dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) penting dikaji disebabkan desen-
tralisas dan good governance, adalah bagian
dari demokratisas yang sedang dijalankan de-
wasaini. Artinyadalam kehidupan demokrad,

s stem pemerintahan yang diterapkan haruslah
sistem desentralisas yang dalam pel aksanaan-
nya haruslah merujuk pada konsep good
governance. Jkamerujuk padasaet tumbangnya
OrdeBaru tahun 1998, makaitu berarti para-
digmabaruini tel ahtersdenggarasd amakurang
lebih 11 tahun. Artinyasecarateoretik mestinya
telah banyak hal yang dihasilkan, khususnya
dalam ha pengel olaan pemerintahan di daerah.
Akantetapi seperti aparealitasnya? Pertanyaan
ini perludijawab meaui pengkgian. Tulisanse-
derhanadan sepintasini berpretens menjawab
pertanyaan tersebut.

Pemerintahanyang sentralistik dil aksanakan
oleh regim Orde Baru— Soeharto kurang lebih
32 tahun lamanya. Bahkan jikadihitung sejak
Jaman Demokras Terpimpinyang dilaksanakan
oleh Soekarno sgjak tahun 1959-1968 (Demo-
kras Terpimpin) yang jugamenerapkan system
pemerintahan sentralistik, maka sebetulnya
rakyat negeri ini berada pada kondisi peme-
rintahan sentralistik kurang lebih 39 sampai
dengan 40 tahun. Kurun waktu 40 tahun itu
bukanlah waktu singkat. Kurun waktu lama
tersebut sesungguhnyatelah membentuk satu
generas. Generas yang dimaksud adalah gene-
ras yang terbiasadengan pemikiran mengenai
pengel olaan pemerintahan dan politik yang sen-
tralistik dan paterndigtik. Generad ini ditengarai
tidak terbiasaberprakarsa; tidak terbiasame-
ngambil resko untuk kepentingan rakyat; tidak
terbiasamengd olapembangunan tanpaingtruks;
terbiasamengel olapemerintahan dengan cara
caraKKN; dan seterusnya. Ironisnya, generas
ini sebagian besar masih mengisi kursi-kursi
pemerintahandaamarti luasdi daerah (eksekutif,
legidatif, dan yudikatif). Hal ini kemudian me-
nimbulkan permasalahan dalam penerapan
paradigm baru pemerintahanyakni desentralisas
termasuk tata kel ola pemerintahan yang baik
(good governance) yang merupakan dua hal
yang saling berhubungan dan saling melengkapi
dalam konteks pel aksanaan demokras, khusus-
nyadi daerah. Sebab generasi lamaatau elite
lamaini secarasadar atau tidak tetap berupaya
melanggengkan cara-caralamayang sentralistik.
Sebagai akibatnyamasih kelihatan beberapa
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praktek sentraigtik itu sebagaimanadikemuka-

kan berikutini:

1. Munculnya “rgargakecl” yangmemerintah
di daerah, baik di tingkat proving maupun di
kab/kota

2. Rendahnyatingkat kepatuhan pemerintah
kab/kotaterhadap pemerintah proving

3. Rendahnyatingkat koordinas dalam pel ak-
sanaan pembangunan di tingkat kab/kotadan
ddam hubungannyadengan proving

4. Pengedolaan SDA oleh kab/kotadan proving
yang cenderung kebablasan

5. Tatakelolapemerintahan (good governance)
masi h sebatasretorikapolitik

6. Rendahnyakemampuan menggali potensi
daerah

7. Kecenderungan mengabaikan profesiona-
lisme dalam pel aksanaan pemerintahan.

Sebetulnyadaftar masalah ini masih dapat
diperpanjang, akan tetapi untuk konteks pem-
bahasan ini cukup hal yang disebutkan di atas
sgjayang dibahas untuk memperlihatkan betapa
karut-marutnya pel aksanaan desentralisas (oto-
nomi daerah), apdagi jikadikaitkan dengantata
kel ola pemerintahan yang baik (good gover-
nance).

METODE

Penelitianini tergolong kedalam analisis
deskriptif yang menjel askan tentang pergeseran
paradigmasentralisas kedesentralisas dalam
mewujudkan good governance. Pembahasan
diarahkan kepada pergeseran paradigma ter-
sebut dapat mewujudkan good governance.
Samentaraituinforman penditianadd ahinforman
yang paham akan pemerintahan di eraotonomi
daerah dan informas lainnyayang dapat men-
dukung penjelasan.

HASIL
Sentralisasi dan Desentralisasi

Sistem politik yang sentraistik, bertentangan
dengan demokrasi. Sistem ini menempatkan

penguasasebagal pihak yang paing utama. Semua
ha yang dikerjakan harussaizin penguasa. Ssem

politik didesain sedemikian rupasehinggapar-
tisipasi rakyat di bidang politik seolah-olah
berlangsung, padaha sesungguhnyayang terjadi
adalah pemasungan hak-hak politik rakyat.
Partai politik biasanyadibiarkan hidup, akan
tetapi harustunduk padakemauan penguasa.
Partai politik di buat sebagai bagian dari system
politik bukan untuk menegakkan demokrasi,
akantetapi sebagal aat legitimas bagi penguasa
untuk mensakralkan kekuasaannya.

Daamkonteksini Miriam Budiardjo(1981),
mengemukakan: setelah usainyaPerang Dunia
Il banyak sekali Negarayang tadinyadijgjah,
kemudian berhasil memperoleh kemerdekaan-
nya. PadaumumnyaNegara-negarabaru itu,
biasadi sebut Negaraberkembang, menjadikan
demokras sebagai |andasan system politiknya.
Akantetapi demokrasi itu tidak dilaksanakan
sepenuhnya. Pring p-prinsp autoritarian masih
tetap dipegang meneruskan kebiasaan penjgah-
nya. Alasanlainnya, rakyat negara-negarabaru
itu belum sepenuhnyamemahami demokrasi,
sehinggadalam pel aksanaannyarakyat harus
dibimbing dan diarahkan. Dalam konteksmem-
bimbing dan mengarahkanitu, penguasabiasanya
otoriter.

Untuk konteks Indonesia selama kurang
lebih 32 tahun kekuasaan Soeharto, dan sebe-
lumnyase amamasaakhir kekuasaan Soekarno,
sistem politik di desain untuk terlaksananya
sysemsentraisas. Sdamakurunwaktuitu pula
terjadi perubahan secaragradual padarakyat
Indonesia. Sungguhpun rakyat beradadalam
genggaman kekuasaan yang sentralistik, tetapi
harusdiakui terjadi perubahan secaragradual
padakehidupan rakyat sebagal akibat pemba-
ngunan. Perubahan dimaksud antaralain adaah
mula membaiknya: tingkat pendidikan, tingkat
ekonomi, keterbukaan terhadap informasi,
mobilitas penduduk bahkan hinggamancanegara
yang menghasilkan pengdaman, dan ssterusnya.
Hd ini kemudian menghasilkan kelasmenengah
yang sudah bisamenila keadaan dan merubah-
nyamenjadi tuntutan agar perlunyaperubahan
paradigmadari pembangunan centrisyang sen-
traistik menjadi paradigm desentrdistik yang adil
bagi rakyat dan menghasilkan polahubungan
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antara pusat dan daerah yang lebih adil dan
partis padtif. Tuntutanini sebetulnyaaddah bagian
dari tuntutan akan demokratisas atau perlunya
pel aksanaan demokras yang sesungguhnya. Hal
inilah yang menjadi tuntutan oleh kaumreformis
dan berusaha diterapkan saat merekaberhasil
menumbangkan Regim Soeharto.

Desentralisas merupakan konsekuens dari
demokratisas . Desentralisas add ah azaspenye-
lenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan
dengan sentralisas. Desentrdisas menghasilkan
pemerintahan lokal, sebab di sanaterjadi “ ... a
superior government assigns responsibility,
authority, or function to ‘lower’ government
unit that is assumed to have some degree of
authority. Adanyapembagian kewenangan serta
tersedianyaruang gerak yang memadai untuk
memaknal kewenangan yang diberikan kepada
unit pemerintahanyang lebih rendah (pemerintah
local), merupakan perbedaan terpenting antara
konsep desentralisas dan sentralisas.

UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerin-
tahan Daerah mendefenisikan desentralisasi
sebagal penyerahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
ddamagemNegaraK esstuan Republik Indonesa

Penyerahan kewenangan kepada daetah
otonom berupaotonomi daerahini oleh peme-
rintah (pemerintah pusat) dimaksudkan dalam
rangkapenyel enggaraan pemerintahan daerah
sesual dengan amanat Undang-Undang Dasar
NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945, peme-
rintahan daerah, yang mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk
mempercepat terwujudnyakeseg ahteraan mas-
yarakat melaui peningkatan, pelayanan, pem-
berdayaan, dan peran sertamasyarakat, serta
peningkatan dayasaing daerah dengan mem-
perhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, ke-
adilan, keistimewaan dan kekhususan suatu
daerah ddam s stem NegaraK esatuan Republik
Indonesia;

Selanjutnyadi dalam menimbang di dalam
undang-undang ini disebutkan bahwaefisens
dan efektivitas penyel enggaraan pemerintahan

daerah perlu ditingkatkan dengan lebih mem-
perhatikan agpek-aspek hubungan antar susunan
pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah,
potensi dan keanekaragaman daerah, peluang
dan tantangan persaingan global dengan mem-
berikan kewenangan yang sdluas-luasnyakepada
daerah disertai dengan pemberian hak dan
kewajiban menyel enggarakan otonomi daerah
aamkesatuan 5 stem penye enggaraan pemerin-
tahan Negara.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good
Governance)

Istilah good governance pertama kali
dipopulerkan oleh lembagadanainternasional,
sekitar tahun 90-an. Di masa pemerintahan
Soeharto, lembaga danainternasional sangat
rajin memberikan bantuan kepadalndonesia.
Atas nama pembangunan di segala bidang,
Soeharto ketika itu memang sangat gemar
mencari utangandi luar negeri. Menurut Sumarto
(2004) lembagadanainternasiond seperti World
Bank, UNDP, IMF danlain-laindalam rangka
menjamin dan menjaga kelangsungan dana
bantuan yang diberikan kepadanegara-negara
sasaran bantuan. Menurut badan Internasional
itu, bantuaninternasiona untuk pembangunan di
negara-negaraduniaketiga, terutamanegara
berkembang, sulit berhasi| tanpaadanyagood
governance. Karena itu, good governance
kemudian menjadi isu sentral dalam hubungan
lembaga-|lembagamultilatera tersebut dengan
negara-negarasasaran.

Istilah governance seringkali dikacaukan
denganistilah government. Government dapat
diterjemahkan secarabebas, pemerintah. Jika
demikian halnyamakaistilah pemerintah dapat
dipahami sebagal |lembagabesertaaparaturnya
yang mempunyal tanggung jawab untuk mengurus
negara dan menjalankan kehendak rakyat.
K ecenderungannyalebih tertuju kepadalem-
baga eksekutif/kpresidenan (executive heavy).

Daam padaituistilah governance penger-
tiannyalebih kompleks. Dikatakan lebih kom-
pleks, sebab menyangkut beberapapersyaratan
yang terkandung di dalam terminologinya. Hal
ini dikarenakan dalam good governance
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diwgjibkan keterlibatan tigapilar (komponen),
yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan
masyarakat. Hubungan ketiganyaharusdalam
posis seimbang dan saing kontrol (checks and
balances), untuk menghindari penguasaan atau
ekploitas oleh satu komponen terhadap kom-
ponen lainnya. Bilasalah satu komponen lebih
tinggi daripadayang lain, yang terjadi adalah
dominas kekuasaan atau duakomponenlainnya.
Daam konteksini Sumarto mengemukakan:
Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek
dan tata cara pemerintah dan warga mengatur
sumberdaya sertamemecahkan masalah-masalah
public. Dalam konsep governance, pemerintah
hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu
menjadi actor paling menentukan. Implikasinya,
peran pemerintah ... menjadi badan pendorong
terci ptanyalingkungan yang mampu memfasilitas
pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk
ikut aktif melakukan upayatersebut.

Berdasarkan argumentasi di atasdapat di-
kemukakan defenisi good governance, yaitu:
pencapaian kondisi pemerintahan yang ter-
selenggarasecaraseimbang dengan kerjasama
individu dan lembaga, sertaantarapemerintah,
duniausahaswasta, dan pihak masyarakat. Hal
ini berarti masing-masing pilar harussaing tahu
apayang dilakukan oleh pilar lainnya. Adanya
ruang dia og dapat membantu prosessaling me-
mahami perbedaan-perbedaan diantaramereka.
Medui prosestersebut dihargpkan akan tumbuh
consensusdan sinergi dalam masyarakat.

Good governance yang diusung olehtiga
pilar, didalamnya terdapat berbagai prinsip.
Pendapat banyak pihak itu misalnyadikemuka
kan olen World Bank, UNDP, J CA, dan banyak
pihak lannya Dari berbagal pandangan mengena
prind pyang harusdijaankan sehubungan dengan
pengel olaan good governance ini, Bappenas
(2007) pding tidak menetapkan 14 unsur, yakni:
Wawasan ke depan (Visionary); K eterbukaan
dan Transparansi (Openness and Transpa-
rency); Partisipasi masyarakat (Participation);
Tanggung gugat (Accountability); Supremas
hukum (Rule of law); Demokras (Democracy);
Professionalisme dan Kompetens (Profesio-
nalism and Competency); DayaTanggap (Res-
ponsiveness). Penjelasan masing-masing unsure
dikemukakan sebagai berikut:

- Wawasan ke depan (Visionary)

Semuakegiatan pemerintahan berupapea
yanan publik dan pembangunan di berbagai
bidang seharusnyadidasarkan atasvis danmis
yangjelasdisarta srategi pelaksanaan yang tepat
sasaran. Lembaga-lembagapemerintahan pusat
dan daerah prlumemiliki rencanagtrategis sesua
dengan bidang tugas masing-masing sebagai pe-
gangan dan arah pemerintahan di masamen-
datang.

- Keterbukaan dan transparans (Openness and
Transparency)

Unsur ini merujuk padaketersediaan infor-
mas dan kejdasan bagi masyarakat umum untuk
mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan,
sertahasi| yang telah dicapal melalui sebuah
kebijakan publik. Semuaurusan tata kepeme-
rintahan berupakebijakan-kebijakan publik, baik
yang berkenaan dengan pelayanan publik mau-
pun pembangunan di daerah harus diketahui
publik. Isi keputusan dan alasan pengambilan
kebijakan publik harusdapat diaksesoleh publik.
Demikian pulainformas tentang kegiatan pe-
laksanaan kebijakan tersebut beserta hasil-
hasilnyaharusterbukadan dapat diaksesoleh
publik. Dalam hal ini, aparatur pemerintahan
harus bersedia secaraterbukadan jujur mem-
berikaninformas yang dibutuhkan publik

- Partisipas masyarakat (Participation)
Partisipasi masyarakat merujuk pada ke-
terlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan
keputusan yang berhubungan dengan penyeeng-
garaan pemerintahan. Partisipasi masyarakat
mutlak diperlukan agar penyelenggarapemerin-
tahan dapat |ebih mengenal warganya berikut
carapikir dan kebiasaan hidupnya, masdahyang
dihadapinya, caraatau jaankeluar yang disaran-
kannya, apayang dapat disumbangkan dalam
pemecahan masal ah yang dihadapi, dan seba-
gainya. Dengan demikian kepentingan masya
rakat dapat disalurkan di dalam penyusunan
kebijakan sehinggadapat mengakomodasi se-
banyak mungkin aspirasi dan kepentingan
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masyarakat, serta mendapat dukungan mas-
yarakat luas. K ehadiran dan kelkutsertaanwarga
measyarakat daamforum pertemuan publik, serta
keaktifan merekadalam menyumbangkan pi-
kiran dan saran menunjukkan bahwa urusan
pemerintahan jugamenjadi urusan merekadan
bukan semataurusan birokrat.

- Tanggung gugat (Accountability)

Adalah suatu ukuran atau standar yang
menunj ukkan sebergpabesar tingkat kesesuaian
penye enggaraan penyusunan kebijakan publik
dengan peraturan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku untuk organisas publik
yang bersangkutan. Pada dasarnya, setiap pe-
ngambilan kebijakan publik akan memiliki
dampak tertentu pada sekel ompok orang atau
seluruh masyarakat, baik dampak yang me-
nguntungkan atau memrugikan, maupunlangsung
ataupun tidak langsung. Oleh karena itu,
penyusunan kebijakan publik harus dapat mem-
pertanggungjawabkan setiap kebijakan yang
diambilmnyakepadapublik.

- Supremasi hukum (Rule of law)

Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya
pemberdayaan |embaga:lembagapenegak hukum,
penuntasan kasus KKN dan pelang-garan
HAM, peningkatan kesadaran HAM, pening-
katan kesadaran hukum, serta pengembangan
budaya hukum. Tidak diterapkannya prinsip
supremasi hukum akan menimbulkan ketidak-
pastian dalam penyel enggaraan pemerintahan.

- Demokras (Democracy)

Perumusan kebijakan publik dan pemba-
ngunan di pusat dan daerah dilakukan melalui
mekanismedemokras. Dalamdemokrad, rakya
dapat secara aktif menyuarakan keputusan-
keputusan yang diambil, baik oleh lembaga
eksekutif maupun legidative, dan keputusan ke
dua lembaga tersebut harus didasarkan pada
konsensus. K ebijakan publik yang diambil se-
baiknyabenar-benar merupakan hasi| keputusan
bersama. Apabilaprinsip demokrasi tidak di-
terapkan dalam penye enggaraan pemerintahan,

rakyat akan mempunyai rasamemiliki yang ren-
dah atas berbagai kebijakan publik yang di-
hasilkan.

- Professionalisme dan Kompetens (Profesio-
nalism and Competency)

Daam pengel olaan pelayanan publik dan
pembangunan dibutuhkan aparatur pemerintahan
yang memiliki kualifikasi dan kemampuan
tertentu. Oleh karenanyadibutuhkan upayauntuk
menempatkan aparat secaratepat, dengan mem-
perhatikan kecocokan antaratuntutan pekerjaan
kualifikas atau kemampuan. Tingkat kemam-
puan dan profesondismeaparatur pemerintahan
yangadaperlusddudinila kembdi. Berdasarkan
penilaianitu dimiliki datadaninformas untuk
membenahi kompetend aparatur sehinggasdau
sesual dengan kepentingan organisasi dan ke-
Mg uan zaman.

- DayaTanggap (Responsiveness)

Pemerintah dihargpkan saldu cepat tanggap
dengan mengambil segaaprakarsauntuk menye-
| esaikan masa ah-masa ah yang dihadapi rakyat.
Aparat jugaharus mampu mengakomodas as-
piras rakyat sekaigusmenindaklanjutinya dalam
bentuk peraturan/kebijakan, kegiatan, program
atau proyek.

- Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and
Effectiveness)

Agar dapat meningkatkan kinerjanya, tata
kepemerintahan membutuhkan dukungan struk-
tur yang tepat. Oleh karenaitu, pemerintah baik
pusat maupun daerah dari waktu kewaktu harus
selalu menilai dukungan struktur yang ada,
melakukan perubahan struktural sesuai dengan
tuntutan perubahan seperti menyusun kembali
struktur kelembagaan secarakesel uruhan serta
menyusun jabatan dan fungs yang lebih tepat.
Dengan begitu capaian kerjapemerintahan dapat
dilakuikan secaraoptima, efisien dan efektif.

- Desentraisas (Decentralization)
Wujud nyatadari pirndp desentralisas ddam
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tatakel olapemerintahan yang baik adalah pen-
delegasian urusan pemerintahan disertal sumber
daya pendukung kepada lembaga dan aparat
yang adadibawahnyauntuk mengambil keputu-
san dan menyel esaikan masal ah yang dihadapi.
Penerapan prinsip desentralisasi akan dapat
mengurangi beban dan penggunaan sumber daya
padalembagadan aparat di tingkat yang lebih
atas, sertadapat mendayagunakan sumber daya
lembagadan gparat padatataran yanglebih bawah
sekaligus dapat mempercepat proses pengam-
bilan keputusan.

- Kemitraan dengan DuniaUsaha Swastadan
Masyarakat (Private Sector and Civil
Society Partnership)

Masyarakat dan sektor usahaswastaharus
diberdayakan melaui pembentukan kerjasama
atau kemitraan dengan pemerintah.

- Komitmen pada Pengurangan K esenjangan
(Commitment to Reduce Inequality)

K esenjangan dapat memicu konflik dalam
masyarakat yang padaakhirnyadapat menye-
babkan disintegrasi bangsa. Upaya yang di-
lakukan untuk untuk mengurangi berbagai ke-
senjangan tersebut merupakan wujud nyata
prinsip komitmen pada pengurangan kesen-
jangan. Tanpaitu, makaberbagai ketimpangan
akan tetgpterjadi. Sebab itu komitmen terhadap
pengurangan kesenjangan harusdilakukan.

- Komitmen pada Perlindungan Lingkungan
Hidup (Commitment to Environmental
Protection)

Kewgjiban penyusunan analissmengenai
dampak lingkungan secarakons sten, penegakan
hukum lingkungan secara konsekwen, peng-
aktifan lembaga-|lembaga pengendali dampak
lingkungan hidup sertapengel olaan sumber daya
alam secara lestari merupakan contoh untuk
mewujudkan pring p komitmen padalingkungan.

- Komitmen padaPasar yang Fair (Commitment
to Fair Market)

Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masya
rakat dengan pasar, baik di dalam daerah
maupun antar daerah merupakan contoh wujud
nyata penerapan prinsip komitmen padapasar
yang fair. Pengembangan perekonomian mas-
yarakat tanpadi dukung ol eh kebijakan publik
yang tidak mencerminkan komitmen padapasar
akan menyebabkan rendahnyadayasaing per-
ekonomian.

PEMBAHASAN

Pergeseran dari paradigmasentralisas ke
desentrdisas yang dikel oladengan penggunakan
prinsip good governance, adalah tuntutan
reformas dalam bentuk prosesdemokratisas.
Dengan demikian, desentralisasi dan good
governance adalah bagian dari proses demo-
kratisas menuju penyel enggaraan demokrasi
yang sesungguhnya. Dalam konteksini daerah
harus diberdayakan dan diharapkan mau dan
mampu mengimplementasikannya, terutama
dalam pengel olaan pemerintahan, yang men-
cakup segalasegi kehidupan masyarakat, khu-
susnyadi bidang pemerintahanitu sendiri, pem-
bangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu di-
maksudkan sebagal upayauntuk mempercepat
terwujudnyakesg ahteraan masyarakat yang adil
danmerata, di manasemuapihak menjadi bagian
dari pengel olaannya. Pihak-pihak yang dimak-
sud, adalah pemerintah, sektor usshaswasta, dan
masyarakat.

Berubahnyaparadigmasentraisas menjadi
desentralisasi yang diharapkan dilaksanakan
dengan menggunakan prinsi-prinsip good
governance, juga merupakan tuntutan per-
kembangan zaman. Globdisas yang sarat dengan
persaingan mensyaratkan setiap Negaradapat
menjadikan setigp unsur, khususnyapemerintah,
sektor usaha swasta, dan masyarakat terutama
yang adadi daerah dapat terlibat dan melibatkan
diri sebaga pelakudaam globdisas itu. Daerah
yang mampu bersaing adal ah daerah yang sdau
menggagas perubahan sekaligus mel aksana-
kannyadengan melibatkan seluruh stakeholders
daerah sedemikian rupa, sehinggatimbul Snergi
yang mampu menempatkan daerahitu memiliki
keunggulan. Sehinggadaerah tersebut mampu
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memasuki arenapersaingan baik dalam konteks
nasiond, regional, dan global, sedemikianrupa,
di mana daerah dapat memetik keuntungan
sebagal akibat keunggulanyangdimilikinya
Akan tetapi setelah sekian lama desen-
tralisasi dianut dan good governance dikon-
sepsikan dan disosialisasikan kepada daerah
dengan dasar UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan daerah kemudian di rubah dengan
UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, hasilnyatampak sekali, belumterlalu
menggembirakan. Faktor-faktor yang mempe-
ngaruhi keberhasilan dan keadaabelum berhasil,
implikasi dari keadaan itu, dan dampaknya,
dikemukakan padauraian berikut.

Pengaruh Lingkungan (Eksternal dan
Internal)

Faktamenunjukkan, konseps desentrdisas
yang dikeloladi daerah dengan menggunakan
pringp-pringpgood governance keberhasilan-
nyasangat ditentukan oleh faktor lingkungan,
terdiri atasfaktor eksternal daninternal.

a. Faktor Eksternal

Sungguhpun desentralisas, addah pemberian
kewenangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk mengel olapemerinta-
hannyasendiri sesual kearifanloka yang berlaku,
akan tetapi monitoring dan supervise dari
pemerintah pusat mas h diperlukan. Supervig ini
bukan sgjadalam bentuk penyediaan regulas,
akan tetapi jugaperlu monitoring dan supervise
secara langsung kepada daerah. Hal itu di-
maksudkan bukan untuk mencampuri urusan
daerah akan tetapi untuk memberikan pembe-
lgjaran bagaimana mestinya otonomi daerah
yang dikelola dengan caragood governance
dilaksanakan. Sehingga pengel olaan pemerin-
tahan dengan caraitu benar-benar bermanfaat
baik oleh rakyat maupun oleh daerah yang ada
disekitarnyadan pemerintah provins dimana
daerahitu berada

Persaingan daerah di tingkat nasional,
regional, dan global sesungguhnyamenuntut
adanyastruktur organisas pemerintah daerah

yangsesua denganvis danmig yangdiusungnya

yang tel ah disesuaikan dengan ranah persaingan
yang secara sadar diikuti oleh setiap daerah.
Karenaitu berbagai daerah sekarang, melalui
berbagai regulas, terakhir dengan berdasar pada
PP. No. 41 Thn. 2008 Tentang Restrukturisas
Perangkat Daerah berupaya untuk membuat
struktur pemerintah daerah sesuai harapan di
atas. Dengan demikian upayaini menegaskan,
bahwafactor eksternal memang menyebabkan
daerah berupayaberbenah diri, satu diantaranya
adal ah berupayamembuat strutkru organisasi
yang sesual dengan konteks pencapai an tujuan
dan persaingan antar daerah.

b. Faktor Internd

Daam padaitu faktor internal yang mem-
pengaruhi keberlangsungan pel aksanaan desen-
tralisas dan penerapan good governance, dapat
dikemukakan, antara lain, pertama: belum
utuhnya pengakuan terhadap pluralism mas-
yarakat, yang dapat dilihat dari keikhlasan
pemerintah daerah ddam mdibatkan masyarakat
dan sector usaha swasta dalam pemerintahan
local dalam pengertian luas; kedua: Birokras
meas h bekerjadengan kultur yang dibangun se-
menjak masahindiaBdanda, sehinggadinamika
social masih diwarnai (setidaknyamengacu)
kepada agenda pemerintah dan bukan agenda
masyarakat yang ditranformasikan menjadi
agenda pemerintah; ketiga: belum hadirnya
paradigm pembangunan baru sebaga “tandingan”
atas paradigm lama (masa pemerintahan Soe-
harto) yang bertumpu padasegitiga: kaum pe-
modal — keamanan — dan birokrasi; dan
keempat: berlarut-larutnya fase disorientasi
sosial sebagai akibat dari langkanyajiwake-
negarawanan dari parapemimpin politik yang
ada, sshinggamenyulitkan kitauntuk menemukan
pringp-pringp minima kehidupan berdemokras
yang bisaditerimaoleh unsur-unsur masyarakat.

Implikasi

Sebagai implikasi dari faktor-faktor ber-
pengaruhdi atas, pe aksanaan desentrdisas yang
diharapkan dikelola dengan menggunakan
pring p-prindp good governance, menghasilkan
hal-hd sebagai berikut :
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1. Munculnya rgja-rgjakecil di daerah, baik di
tingkat provins maupun di kab/kota

2. Rendahnyatingkat kepatuhan pemerintah
kab/kota terhadap pemerintah provins,
bahkan dengan pemerintah pusat

3. Rendahnya tingkat koordinasi dalam
pel aksanaan pembangunan di tingkat kab/
kotadan dalam hubungannyadengan proving

4. Pengdolaan SDA oleh kab/kotadan proving
cenderung kabablasan

5. Tatakelolapemerintahan (good governance)
measih sebatasretorikapolitik

6. Rendahnyakemampuan menggali potensi
daerah

7. Kecenderungan mengabaikan profesio-
nalismedaam pel aksanaan pemerintahan

Implikas yang mengemukadi atas, hendak-

nyadiakhiri. Sebab hal itu sesungguhnyatelah

menjauhkan daerah dari tujuan diberikannya

desentralisas dengan prinsip good governance.

Implikas seperti itu jelas sangat buruk bagi

upayaperwujudan kesgahteraan rakyat. Bahkan

dapat dikatakan kesejahteraan rakyat dan

demokratisas untumencapa pengel ol aan peme-

rintahan yang demokratisakan semakinjauh.

Dampak

Dampak yang terasadewasaini di daerah
sebagal akibatnya melencengnya atau tidak
siapnyadaerah mengel olaotonomi daerah de-
ngan menggunakan konsep good governance,
add ah pembangunan pengel olaan pemerintahan
dalam pengertian luas, yakni mencakup:
pemerintahan, pembangunan, dan kemasya-
rakatan, menjadi terganggu. Itu berarti peme-
rintah dengan ketidakmampuannyaitu semakin
menjauhkan dirinyadari rakyat, termasuk dengan
parapel aku usahaswasta.

Good governance setiap hari dikuman-
dangkan, terutamajikaparape abat berpidato.
Bahkan baik para pelaku uasaha swasta dan
rakyat sendiri, jugapanda mengemukakangood
governance. Akantetapi jikagood governance
dipandang sebagai pengel olaan pemerintahan
yang baik dengan mdlibatkan pemerintah, sector
usahaswasta, dan masyarakat, makasemuaitu
tidak adadilgpangan. Ke-3 pihak masing-masing

sibuk dengan dirinyasendiri. Pemerintah tetap
merasasebagai pihak yang paling utamadalam
pelaksanaan pemerintahan (Pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan). Artinya
pihak pelaku usaha swasta, dan rakyat tidak
pernah dilibatkan. Sebagai akibatnyaterjadilah
pembangunan sesuai keinginan pemerintah se-
mata. Masyarakat dan pelaku usaha swasta
sebagai pihak yang tidak dilibatkan tentu sgja,
mungkin, merasa tidak memiliki hasil-hasil
pembangunan itu. Sebagai akibatnyaprotes, be-
rupademonstrasi dan berbagai bentuk protes
marak terjadi di daerah.

Alternatif Solusi

Konsep desentrdisas yang disdenggarakan
pada daerah otonom dengan menggunakan
prinsip good governance bukanlah hal yang
menjadi bagian dari budayarakyat Indonesia.
Budayarakyat Indonesayang terdiri atlaswilayah
daerah-daerah itu, pada umumnya bersifat
paternalistik dengan katalain bentuk budaya
politiknya campuran parochial-subject dan
dibeberapawilayah khususnyadiperkotaan ada
campuran partisipan. Daam konteksini karena
budaya paternalistik yang menonjol, maka
tidaklah berlebihan jikadikemukakan budaya
politik rakyat umumnya adalah campuran
parochial-subject tetapi yang menonjol adalah
parochid.

Dengan demikian desentralisasi dan good
governance, sebaga bagian dari demokras
ada ah sesuatu yang baru bagi mereka. Paradlite
yang mengisi pemerintahan, termasuk para
pelaku usahaswasta, adalah orang-orang yang
berasal dari masyarakat biasa, yang kemudian
karena pendidikan dan privelage berhasil
mengpaki jdanhidupyanglebihtinggi ldumenjedi
birokrat, ditepolitik, dan eiteekonomi. Dengan
demikian sebagai pihak yang berasal dari
masyarakat tentu sgjaiamembawabudayamas-
yarakat di manadiaberasa . Sehubungan dengan
argumentad ini, makasebaga dternativesolus
dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat mestinyamampu member
teladan mengenai pel aksanaan desenraisas
dan good governance, sehingga ada best
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practice yang dapat diikuti oleh daerah me-
ngenal bagaimanamengel oladaerah dengan
menggunakan konsep desentraisas dangood
gevernance

2. Madghdiperlukan bimbingan, monitoring, dan
supervisedari pemerintah pusat mengenai
pel aksanaan konsepsi pemerintahan desen-
traisas yang dikeloladengan menggunakan
konsep good governance. Hal ini disebab-
kan karenafaktor sgjarah dan faktor budaya
yang menempatkan para pel aku pemerin-
tahan, rakyat dan sektor usaha swasta seba-
ga pihak yang belum sepenuhnyamemahami
konseps batuini.

3. Perlu punishment dan reward bagi daerah
yang telah berhasil mengelola daerahnya
dengan menggunakan konseps desentralisas
dan good governance.

4. Elite-elite tua yang ada di daerah harus
memberikan kesempatan kepadagenerasi
mudauntuk jugamenduduki puncak-puncak
kekuasaan dan jabatan-jabatan penting di
daerah. Elitetuadaerah tidak boleh meman-
dang kekuasaan sebagai suatu yang abadi,
akantetapi sesuatu yang harus secarasuka
reladiberikan kepada pihak yang memang
memiliki kompetens meldui persaingan atau
kompetis yang sehat.

5. Konsep good governance harusdipandang
sebagai gerakan, dalam artian konsepsi ini
mesti disosalisasikan kepadamasyarakat dan
sektor usaha swasta secara sistematik dan
terencanadisertal dengan upayanyatadalam
mewujudkannya.

6. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah
pemerintah, khususnyaparaelitetuayang
beradadi dalamnyaharus sungguh-sungguh
ingin melibatkan rakyat dan pel aku sector
usaha swasta dalam pengel olaan pemerin-
tahan dalam pengertian seluas-luasnya.

SIMPULAN

Sebagal penutup dapat dikemukakan, me-
ngubah paradigmasentralisai menjadi desen-
traisad, bukanlah hd yang gampang. Masdanya
konseps sentraisas telah dipahami olehrakyat

selamazaman penjgjahan Belanda, masaakhir
pemerintahan Soekarno (Demokras Terpimpin),
dan seluruh masa kekuasaan Soeharto (Orde
Baru). Karenaitu tidaklah terldu mengherankan
jikapengel olaan desentralisasi dalam bentuk
otonomi daerah dengan menggunakan konsep
good governance tidak berlangsung sebagai-
manayang diharapkan. Penerapan konseps ini
di daerah tampak sekali masih sarat dengan
konseps sentrdistik. Pertanyaannya, haruskah
kitamenyerah? Tidak boleh menyerah, sebab
sesuatu yang baru memang harusdipelgari sem-
bari dilaksanakan. Hal yang perlu dicamkan
adalah, dalam fase pembelgjaran itu jangan
sampai terlalulamadan berbiayamahal, apalagi
sampai mengorbankan rakyat.
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